GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 03 TaHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DFRD DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU

Menimbang @ a. bahwa  untuk melaksanakan  ketentuan sebagaimana
diatur dalom Peraturan Menter Dalam MNeger R Nomor 14
Tohun 2013 fenfang Penvbohan Afas Feraturan Menter
Dalam Negeri Rl Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman
Fenyusunan APBD Tahun 2013 serta untuk memenuhi
kaidah-kaldah  Pengelolaan Kevongan Daerah. terkait
dengon pelaksanaan pefialanan  dinas di fingkungan
Pemerinioh Provinsi Bengkulu, periu menubah Peraturan
Gubemur Bengkulu Momor 17 Tahun 2012 tentang Biayo
Pedalanan Dinas Bagi Pejcbat Negara, DPRD dan PNS d
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangon  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a peflu menelapkan Perubahan
atos Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012
tentang Bioya Perolanan Dinas Bogi Pejabol Negarg,
DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provins Bengkuly:

Mengingat

I. Undang-Undang MNomor %  Tahun 1967 tentang
Pembeniukan  Provins Bangkulu  [Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 1967 Nomar 19, Tambohan
Lemboran Negara Republik Indonesia Momar 2328

2 UndangUndang Momor 28 Tahun 1999 tentong
Penyelenggaraan Megara yang besih don bebas daor
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Momor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 3851 I:



. Undang- Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Ksuangan
Negara [Lembaoran Negarg Republik Indonasia Tahun 2003
Nomor 47, Tambohon Lemboran Negara Repubik
Indonesio Normor 4284);

- Undang-Undang MNomor | Tohun 2004  tentong
Ferbendoharaan  Negaora (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momer 5, Tambahon Lembaran
. Negara Republik Indonesia Momor £355);

- Undong-Undang  Nemor |5 lahun 2004  fentang
Pemerksoan Pengeloloaon dan  Tanggung  Jowab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia
lchun 2004 Momor 66, lombohan Lemboron Megara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undong  Momor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Dosran  (Lembaron  Negarg  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4437] sebagoimana
telah divboh dua kall terakhic dengon Undong-Undang
Momar 12 Tahun 2008 fentang Pervbahan Kedua Atas
- Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004  fentang
Pemerintahon  Ugerah  (Lembaran Megara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 5%, Tambaohan Lembaran
Megeora Republik indonesia Namor 4844);

- Undong-Undang MNomor 33  lahun 2004 fentang
Pernmbangan Keuangan anfora Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negaro Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahon Lembaron Negora
Republik Indonesio Nomior 4438];

. Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturon Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2011 MNomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio Nomaor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 tentang
bertakunya Undong-Undang Momor § Tahun 1967 dan
Feloksarioon Pemenniah dl Frovinsi Bengkulu [Lembaran
Megara Tahun 1968 Nomor 34, Tombahon Lembaran
Negarm Nomor 2854);
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10. Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloloon Keuvongon Doerch [lemboron  MNegara
Republk Indonesic Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4578);

11, Peraturan Menter Dalam Neged Nomor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Pengeloloon Keuongon Daerch
sebagoimana telah divbah dua kali, terakhir  dengon
Peraturan Menter Dalom Negerd Momor 21 Tahun 2011
tentang Perubohon Keduo Atos Peroturan Menter dalam
MNeged Nomor 13 tahun 2004 Temtang Pedoman
Pengeloloon Kevangon Daerah:

12, Peraturan Menteri Dolarm Neger Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunon Anggoran Pendapatan
dan Belonjo Doerah Tahun Anggaran 2013

13. Peraluran Menteri Dalaom MNeger Momor 14 Tahuen 2013
tentang Perubahan Alas Peraturon Menter Dalom Negeri
Momar 37 Tahun 2012 fentang tentang pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2013

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Doerah (Lemboran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 494);

15. Peroturan Daerah Provinsl Bengkuly Momor 3 Tahun 2004
tenfong Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggoto DPRD Provinsi Bengkulu sebagoimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
f Tahun 2004 teniang Perubohan Atas Peraturan Doerah
Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Pretokoler dan Kevangan Pimpinon dan Anggota DPRD
Frovinsi Bengkulu;

1. Peraturen Daerah Proving Bengkulu Momor 4 Tahuen 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaon Keuangan Daerch
(Lembaron Doerah Frovinsi Benglkulu Tohun 2007 Momor &)



e

MEMUTUSEAN ;

Menetapkan ; FERUBAHAM ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGEULU

NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN
DINAS BAGI PEIABAT MEGARA., DPRD DAN PEGAWA
MEGER| SIPIL DI UNGEKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULL.

FASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturon Gubermnur Bengkulu Nomor 17 Tahun
2012 Tentang Bioya Pefolonon Dinos Bagi Pejabert Negara, DPRD dan
Pegowod Neged Sipll Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Benglkulu, diubah
sebanal berkut

L.

2

Ketertuan Pasal 2 Ayvat (3] dihapus.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 Ayat [4) berbunyi
sebagai berkut ¢

Pasal 2

(4] Uang harian (uang saku, vong tronsport lokal dan uang makan),
biaya fronspert dor/ ke bandora dan Uong representasi diberkan
secarg lumpsurn,

Keteniuan Pasal 2 Ayat (8) dihapus.

Ketenfuan Pasal 3 Ayat (1] divboh, sehingga Pasal 3 Ayat (1) berburyi
sebogoi berikut ;

Pasal 3

(1] Bioya Peralancn daolom daerah Provinsi Bengkulu bagl Pejobat
Megaro. Pimpinon dan Anggota DPRD. Pejobot Eselon danfotau
Pegawal Neged Sipll di ingkungan Pemeriniah Provinsi Bengkuly, terdin
dari :

a. Uong harlan [uang saku, vang fransport lokal dan vang makan)
b. Bioyo penginapan
. Bioyo transport

Ketentuan Pasal 3 Ayat (3] diubah, sehingga Pasal 3 Avat (3] berbunyi

sebagoi berikut :

Pasal 3

(3] Bagi Pejobat Negara bioya peralonan dinas dalom doerah diberkan
Uang Representasl sebesar Re. 5.000.000.- [Uma Juta Rupiah).
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6. Reteniuon Posol 3 Ayot (5] divbah, sehingga Pasal 3 Ayat [5) berbunyi
sebogal berlkut :

Fosal 3

|5) Rincian biaye peralanan dinas dalom daerah bagi Pejabat Negara,
Pimpinon daon Anggota DPFRD dan PNS sebagaimana  tercantum
dalam lampiran | yvang merupakan bagian fidok terpisahkan dolom
Peraturan Guibemur ini.

7. Ketentuan Pasal 3 ayot {4) dihopus.

8. Kelentuan Lampiran | dan Il diubah, sehingga berbunyi sebogalmana
Lompiran | dan Il dalam Peraturan Gubemur in,

PASAL N

Peraturan Gubemur ini mulal berfaku sejak fanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengeiohulnya, memerniahkan Pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengon penempalannyd dalom: Berdta Doerah
Proving Bengkulu,

Dit an di Bengkulu
tanggal, b - gy o 2013

GUBERNUR BENGKULU

..

‘ﬁ' H. JUNAIDI HAMSYAH

Ciundangkan di Bengkulu
padafanggal OV -oy -~ 2013
SEKRETARIS DAERAH FROVINSI BENGKULU

embing Utama Madya
MIP, 19530812 197803 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR o 3



lamplan | : Peraturan Subeamur

Bengkulu
Momor @ €% [Th
Tanggal : e i 2y
TEM- Ag, 5
BIAYA PERJALAMNAN DINAS LUAR DAERAH
UANG HARIAN, REPRESENTASI, BIAYA PENGINAPAN DAN BIAYA TRAMSPORT
Besaran Blaya (Rp)
NO | GoL | Uang harlan Satas Terdinggl Mlava |, yesowat | Fieva Transped
(lumpsum]/ 7 hari Fenginapan,/hari e ke/ darl Bandara
. harl (At Cost)
L A 2,500,000 5,000,000 4,000,000
|2 | 8 2 000,000 1.560.000 1.500:000 | 500000
| 3 | S00.000
= 1.500.000 1.000.000 1,000,000 P
4 | o 1,200,000 650,000 500,000
3 E 1.200.000 00,000 500000
é. F 1,000,000 350,000 250.000
GUBERNUR BENGEULL,
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Lampiran Il ; Peraturan Gubemur

Bangkulu
Momor H < |
Yongaek s ; 'T}ih}‘-":r Tois
F-oy- %13

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN DAN TRANSPORT

Besaran Biaya ke Kabupaten (Rp)

NO | GOL Uang Harian / Batas Teringgl Bloya | Transport Darat, Lavt, Udara
harl fmmm%ln;hm (At | dan Sewa Kendaraan

ol 2.500.000 4

2, R 1.000.000 500.000 |

N c 800,000 500,000 | Al Cost

A D 700.000 400.000

5. E 400.000 300.000

6. F 500,000 200,000
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